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Merebaknya pandemi Covid-19 sejak Triwulan I tahun 2020 menjadi tantangan 
yang cukup berat bagi masyarakat dan negara. Pandemi bukan hanya mengganggu 
tingkat kesehatan masyarakat, akan tetapi juga berdampak pada perekonomian 
secara umum. Pada tahun 2021, APBN telah mengalami dua kali revisi dengan 
defisit sekitar 5% terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan mempertahankan 
belanja bidang kesehatan dan sosial di tengah kondisi penerimaan negara yang 
turun. Tantangan pengelola keuangan negara dalam masa pandemi ini adalah 
kondisi yang memaksa pengelolaan keuangan untuk lebih fleksibel. Hal ini juga 
akan membutuhkan fleksibilitas pengawas intern dalam melakukan pengawasan 
keuangan.

Perubahan lingkungan strategis harus disikapi secara serius dengan membentuk 
ketahanan dan kemampuan beradaptasi APIP. Transformasi pengawasan menjadi 
kunci kemampuan APIP dalam mengawal akuntabilitas di tengah disrupsi. Dalam 
melaksanakan peran tersebut, APIP tidak dapat bekerja sendiri, namun harus 
bekerja bersama saling bersinergi dan berkolaborasi untuk menghasilkan nilai 
manfaat pengawasan intern menuju level yang lebih strategis. 

Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) merupakan wadah untuk 
bersinergi dan berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi, pengawalan kualitas 
audit dan kerja sama dalam pelaksanaan audit. Peningkatan kompetensi dapat 
dilakukan melalui sharing experience, transfer knowledge, dan diklat/workshop. 
Pengawalan kualitas audit dilakukan melalui peer review, konsultansi/bimbingan 
pelaksanaan audit, sedangkan kerja sama dalam pelaksanaan audit dapat dilakukan 
melalui joint audit, sharing sumber daya pengawasan, pertukaran informasi, 
pelimpahan penugasan. 
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Kongres AAIPI Tahun 2021 yang diselenggarakan pada tanggal 23 November 2021 
menghasilkan komitmen bersama sebagai berikut: 

APIP dan Auditor harus terus-menerus secara berkelanjutan 
meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas.

APIP dan Auditor senantiasa mengembangkan metodologi 
pengawasan yang dapat memenuhi kebutuhan stakeholder dan dapat 
meningkatkan hasil pengawasan.

AAIPI sebagai organisasi profesi auditor intern harus dapat 
memberikan kontribusi dalam setiap upaya pengembangan dan 
pembinaan auditor dengan melakukan sinergi dan kolaborasi dengan 
semua pihak baik dengan APIP maupun Instansi Pembina Jabatan 
Fungsional Auditor.

AAIPI harus mampu melaksanakan tugas sebagai organisasi profesi, 
yaitu menyusun kode etik dan kode perilaku profesi, memberikan 
advokasi, memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran 
kode etik dan kode perilaku profesi.
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Direktur Eksekutif,

Iwan Agung Prasetyo
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BAB I

PENDAHULUAN

Perubahan Prioritas Pengawasan selama Pandemi Covid-19

Kondisi bermasyarakat dan bernegara dalam dua tahun terakhir ini mengalami 
tantangan yang cukup berat dengan merebaknya pandemi Covid-19 sejak Triwulan 
I tahun 2020. Pandemi tersebut bukan hanya mengganggu tingkat kesehatan 
masyarakat, akan tetapi juga berdampak pada perekonomian secara umum. Demikian 
juga pelaksanaan program-program pemerintah banyak mengalami perlambatan 
bahkan dilakukan pembatalan dan refocussing anggaran untuk penanganan Covid-19. 
Hal tersebut tentunya berimbas pada pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh 
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Indonesia (APIP) terhadap program-program 
pemerintah.

Dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Tahun 2021, 
Presiden menyampaikan arahan pada seluruh APIP untuk meningkatkan pengawasan 
sejak awal terhadap kualitas perencanaan program yang kurang jelas ukuran 
keberhasilannya dan harus adaptif dengan situasi dan kondisi yang dihadapi saat 
ini. Fokus pengawasan tersebut adalah pada upaya percepatan belanja sekaligus 
memberikan solusi bagi pemerintah dalam menjalankan programnya selama pandemi 
Covid-19 ini.

Tantangan Peningkatan Kapabilitas APIP dan Kompetensi Auditor

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan 
Presiden Nomor 81 Tahun 2010 menyebutkan bahwa reformasi birokrasi memiliki 
makna sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintah 
Indonesia. Upaya mewujudkan tujuan reformasi birokrasi tersebut salah satunya 
didukung melalui pelaksanaan fungsi dan peran APIP sebagai internal auditor yang 
efektif melalui pelaksanaan kegiatan assurance, consulting, dan anti corruption 
activities sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

A LATAR BELAKANG
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Oleh karena itu, APIP harus senantiasa meningkatkan kapabilitas 
kelembagaan maupun kapasitas sumber daya manusianya secara 
berkelanjutan. Terlebih peran APIP dewasa ini dituntut tidak hanya 
berperan sebagai watchdog tetapi lebih berperan sebagai strategic 
partner yang membantu organisasi dalam menyelesaikan berbagai 
permasalahan penyelenggaraan pemerintah. Bahkan APIP juga 
dituntut untuk memberikan nilai tambah sebagai Trusted Advisor 
bagi organisasi dalam menghadapi permasalahan saat ini serta 
mengantisipasi berbagai risiko yang akan datang.

Tuntutan terhadap peran APIP tersebut belum sepenuhnya 
didukung pengembangan kapabiltas yang memadai. Berdasarkan 
hasil asessmen kapabilitas APIP per 31 Desember 2019, sebanyak 
42,06% APIP belum mencapai level 3 (Integrated). Rendahnya 
kapabilitas APIP ini antara lain disebabkan belum terpenuhinya 
kebutuhan formasi Auditor, kurangnya kegiatan pengembangan 
kompetensi dan lemahnya manajemen SDM APIP terutama dalam 
hal rekrutmen dan pola karier. Kondisi tersebut menuntut adanya 
percepatan peningkatan kapabilitas APIP khususnya pada elemen 
2 yaitu Pengelolaan Sumber Daya Manusia agar dapat mendorong 
perbaikan organisasi dan proses bisnis APIP, terlebih menghadapi 
perubahan lingkungan yang sangat dinamis.

AAIPI sebagai organisasi profesi Auditor Intern Pemerintah 
senantiasa bersinergi dengan BPKP selaku Instansi Pembina 
Jabatan Fungsional Auditor terus berupaya untuk mendorong 
peningkatan kompetensi dan profesionalisme Auditor melalui 
serangkaian kegiatan pelatihan, seminar, workshop dengan tema-
tema yang mendukung pelaksanaan dan fungsi APIP.

Kongres AAIPI Tahun 2021 dilaksanakan bukan semata-mata 
untuk menentukan pergantian pengurus nasional AAIPI, tetapi juga 
menjadi ajang peningkatan kompetensi dan sharing session antara 
anggota AAIPI, terkait dengan isu terkini di dunia pengawasan 
intern. Kongres AAIPI Tahun 2021 mengambil tema “Mengawal 
Efektivitas dan Akuntabilitas di Tengah Pandemi”, dalam 
rangka mendorong penguatan peran pengawasan intern dalam 
mewujudkan APIP sebagai strategic partner dan trusted advisor 
bagi K/L/D, khususnya di era pandemi Covid-19 yang sedang 
dihadapi saat ini.
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Kongres AAIPI 2021 dimaksudkan sebagai sarana memperkuat sinergi, koordinasi, dan 
komunikasi antara APIP K/L/D dalam menguatkan peran pengawasan intern yang efektif 
sebagai strategic partner dan trusted advisor, khususnya dalam mengawal pelaksanaan 
program pemerintah di era pandemi Covid-19.

Adapun tujuan Kongres AAIPI 2021 adalah sebagai berikut:

1. Sarana perwujudan akuntabilitas Dewan Pengurus AAIPI Periode 2018-2021;

2. Melakukan pemilihan DPN AAIPI periode Tahun 2021-2024;

3. Melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AAIPI sesuai 
dengan perubahan regulasi;

4. Koordinasi dan kolaborasi APIP sesuai dengan peran dan tugas fungsinya mewujudkan 
pengawasan intern yang efektif; serta

5. Menjadi salah satu sarana pengembangan profesi anggota AAIPI melalui kegiatan diskusi 
panel dan sharing session baik dari praktisi maupun anggota AAIPI.

B MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan dibuka oleh Menteri Keuangan selaku Pembina AAIPI, dengan narasumber 
sebagai berikut:
1. Menteri Keuangan
2. Kepala BPKP
3. Menteri Dalam Negeri diwakili oleh Inspektur Jenderal
4. IIA Global
5. Kepala BKF Kementerian Keuangan
6. Inspektur Utama Kemenparekraf/Baparekraf
7. Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
8. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat

Peserta Kongres AAIPI Tahun 2021 terdiri atas Dewan Pengurus Nasional AAIPI, Dewan 
Pengurus Wilayah AAIPI, Pimpinan beserta Auditor pada APIP K/L/D, dengan jumlah 
peserta kurang lebih sebanyak 3.122 orang.

C NARASUMBER DAN PESERTA
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Kongres AAIPI tahun 2021 diselenggarakan secara tatap muka dan daring (online). 
Lokasi tatap muka bertempat di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, 
sedangkan pelaksanaan daring dilakukan di lokasi masing-masing Narasumber 
dan Peserta. Kegiatan dilaksanakan selama satu hari pada hari Selasa, tanggal  
23 November 2021.

D TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

E METODE PELAKSANAAN

Kongres AAIPI Tahun 2021 diselenggarakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pembukaan oleh Menteri Keuangan.

2. Sesi Keynote Speech oleh Menteri Keuangan, Kepala BPKP, dan Menteri Dalam 
Negeri yang diwakili oleh Inspektur Jenderal.

3. Sesi seminar dengan narasumber dari IIA Global.

4. Sesi diskusi panel dengan pemaparan narasumber.

5. Sesi sidang pleno dan sidang komisi.
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Panitia kongres AAIPI Tahun 2021 melibatkan personel dari BPKP, Inspektorat 
Jenderal Kementerian Keuangan, dan APIP lainnya, dengan rincian seperti 
pada SK Panitia Kongres terlampir.

F KEPANITIAAN

G PENDANAAN

H OUTPUT KEGIATAN

Biaya penyelenggaraan Kongres AAIPI Tahun 2021 menjadi beban AAIPI.

1. DPN AAIPI terpilih periode Tahun 2021-2024.
2. Materi perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AAIPI 

sesuai dengan perubahan regulasi.
3. Komitmen  APIP dan  Auditor untuk meningkatkan kompetensi, 

profesionalisme, dan integritas.
4. Sebagai rangkaian agenda kongres, telah diterbitkan Buku Bunga Rampai 

Pengawasan APIP dalam mengawal penanganan Covid-19. Buku ini 
merupakan refleksi dan lesson learned pengawasan yang dilaksanakan 
auditor-auditor anggota AAIPI dalam menjalankan perannya di masa 
pandemi Covid-19.
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BAB II

SAMBUTAN DAN ARAHAN

Awan Nurmawan Nuh
Ketua Umum DPN AAIPI Periode Tahun 2018-2021 
Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan

LAPORAN KETUA UMUM

Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Awan Nurmawan Nuh, selaku Ketua DPN 
AAIPI menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan AAIPI selama periode 
kepengurusan tahun 2018 – 2021, dengan poin-poin informasi sebagai berikut:

1. Komite Kode Etik

Kegiatan Komite Kode Etik antara lain: 

a. Penyusunan draf Keputusan tentang Majelis Kode Etik Auditor Intern Pemerintah 
Indonesia. 

b. Sosialisasi/internalisasi kode etik AAIPI di lingkungan APIP Pusat dan Daerah 
c. Evaluasi kode etik auditor intern pemerintah Indonesia.

2. Komite Standar Audit

Kegiatan Komite Standar Audit antara lain:

a. Revisi Kerangka Praktik Profesional Pengawasan Intern Pemerintah (KP3IP) yang 
telah disahkan pada tanggal 18 Desember 2019. 

b. Revisi Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang telah disahkan 
pada tanggal 30 Juli 2021. 

c. Sosialisasi KP3IP dan Revisi SAIPI pada APIP K/L/D.
d. Penyusunan draft pedoman audit kinerja. 
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3. Komite Pengembangan Profesi

Kegiatan Komite Pengembangan Profesi antara lain:

a. Workshop Reviu DAK Fisik Tahap I dan II.
b. Webinar dengan tema “Covid-19: Pencegahan dan Dampak Kebijakan Fiskal serta 

Pengawasan Internal”.
c. Webinar dengan tema “Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-

PEN)”.
d. Web Workshop dengan tema “Pengadaan Barang dan Jasa di Masa Covid-19”.
e. Web Workshop dengan tema “Pencegahan Fraud dalam Program Jaminan 

Kesehatan Nasional”.

4. Komite Telaah Sejawat

Kegiatan Komite Telaah Sejawat antara lain:

a. Penyusunan Pedoman Telaah Sejawat.
b. Pelaksanaan workshop telaah sejawat dalam kurun waktu Tahun 2019-2021 

sebanyak 11 kali
c. Pelaksanaan quality control telaah sejawat dalam kurun waktu Tahun 2019-2020 

sebanyak 13 kali.
d. Pendataan kegiatan telaah sejawat APIP sampai dengan tahun 2021 dengan uraian  

sebagai berikut:
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Tabel 
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Telaah Sejawat APIP

No. Kategori APIP Jumlah APIP Telaah Sejawat Persentase
1 APIP K/L 73 49 67,12%
2 APIP Provinsi 34 19 55,88%
3 APIP Kabupaten 416 202 48,56%
4 APIP Kota 98 53 54,08%

Jumlah 621 323 52,01%

5. Manajemen Eksekutif

Sebagai enabler dalam kepengurusan AAIPI, Manajemen Eksekutif bertugas 
memastikan bahwa pelaksanaan dan fungsi komite-komite AAIPI berjalan lancar dan 
optimal. Manajemen Eksekutif berperan dalam memfasilitasi, baik rapat rutin (bulanan) 
AAIPI maupun rapat kerja, dengan uraian sebagai berikut

a. Fasilitasi Rapat Bulanan AAIPI.

b. Fasilitasi Rapat Kerja Nasional AAIPI Tahun 2020, dengan tema “Optimalisasi 
Emerging Technologies untuk Menguatkan Peran APIP di Masa Tatanan Normal 
Baru”.

c. Audiensi DPW dan Sosialisasi Produk AAIPI.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPN AAIPI juga menyampaikan hambatan-hambatan 
yang dihadapi selama periode kepengurusan 2018-2021, seperti adanya beberapa kegiatan 
yang tidak dapat dilaksanakan, terutama karena pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 
2020 – 2021. Untuk itu, AAIPI melakukan penyesuaian kegiatan dengan mempertimbangkan 
tingkat risiko Covid-19. Sumber daya APIP juga dialihkan dengan berfokus pada penanganan 
Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, terdapat beberapa kegiatan yang 
belum dapat dilaksanakan dalam periode kepengurusan 2018-2021 karena kegiatan 
tersebut bersifat sequence dan kegiatan sebelumnya masih belum selesai. Sebagai contoh, 
sosialisasi pedoman yang belum dapat terlaksana karena standar dan/atau pedoman belum 
selesai disusun.
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Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan

Keynote Speech

Dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengawasan pembangunan, terdapat 
empat hal yang akan menjadi tema yang akan terus dieksplorasi oleh seluruh jajaran 
AAIPI dalam mengawal Indonesia menghadapi Covid-19 dan memulihkan ekonomi. 

Pertama, mengenai perkembangan Covid-19 dan perekonomian Indonesia. Saat 
ini kasus Covid-19 semakin menurun dengan 364 kasus/hari. Namun demikian, kita 
perlu mengantisipasi gelombang ke-4 Covid-19 terutama akibat varian delta. Vaksinasi 
Indonesia sekarang berada pada peringkat kelima dunia, namun masih harus tetap 
ditingkatkan. Meskipun saat ini Indonesia sudah mencapai 133 juta untuk dosis pertama 
dan 87 juta dosis kedua, Indonesia masih berada pada level 64% untuk dosis satu dan 
vaksinasi yang sudah lengkap hanya 42%. Saat ini akselerasi untuk vaksinasi terus 
dilakukan diharapkan mencapai 72 juta orang. Dengan terkendalinya kasus Covid-19, 
konsumsi dan produksi sudah mulai bertumbuh, ekonomi mengalami recovery dan 
rebound . Oleh karena itu, Indonesia berharap pada kuartal keempat Indonesia akan 
melihat pemulihan ekonomi akan terakselerasi kembali dan ini ditopang oleh indikator-
indikator baik sisi konsumsi, produksi, investasi, ekspor dalam hal ini yang melonjak 
tumbuhnya di atas 50%. Pasar keuangan Indonesia juga relatif cukup stabil dan bahkan 
membaik meskipun tekanan global tidak mudah.

Kedua, kinerja dari APBN dan APBD sebagai sebuah instrumen kebijakan yang 
sangat penting yaitu fiskal pusat dan daerah tahun 2001 dan Tahun 2022. Belanja 
negara hadir melindungi masyarakat dari ancaman dan memberikan bantuan sosial 
atau bantuan kepada sektor ekonomi yang sangat membutuhkan. Sampai dengan 
Oktober 2021, kinerja dari APBN Indonesia cukup baik. Di satu sisi pendapatan negara 
menunjukkan adanya pemulihan dengan pertumbuhan pendapatan negara sebesar 
18,2% senilai Rp1.510 triliun atau 86,6% dari target tahun 2021. Di sisi belanja, belanja 
Indonesia relatif steady. Tahun lalu belanja Indonesia sebesar Rp2.041 triliun dan pada 
akhir Oktober 2021 sebesar Rp2.059 triliun. Hal itu berarti hanya tumbuh tipis 0,8%. 
Meskipun belanja steady, namun komposisi belanja telah melalui refocusing. Hal ini 
menggambarkan suatu kehati-hatian, di satu sisi Indonesia harus tetap hati-hati, di sisi 
lain, Indonesia harus tetap menjaga bahwa setiap rupiah uang negara ini berasal dari 
pendapatan negara dan dari pinjaman tetap accountable. 
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Ketiga, APBN tahun 2022 dan Reformasi Fiskal. Untuk Tahun 2022, menurut undang-undang 
APBN, pendapatan negara mencapai Rp1.846 triliun dan belanja negara sebesar Rp2.714 
triliun baik pusat maupun daerah, dengan defisit sebesar Rp868 triliun atau 4,85% PDB. 
Area untuk fokus Indonesia tahun depan selain di bidang SDM pendidikan, kesehatan, dan 
perlindungan sosial yang mendapatkan anggaran yang masih sangat tinggi, yakni sebesar 
Rp582 triliun untuk pendidikan, Rp255 triliun untuk kesehatan, Rp431 triliun untuk perlindungan 
sosial, serta untuk infrastruktur sebesar Rp365 triliun. Ketahanan pangan, pariwisata, dan 
bidang TIK menjadi tiga area yang sangat penting baik ini sebagai tulang punggung bagi 
pemulihan ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja. Tahun 2022 Indonesia juga tetap 
melakukan PC-PEN dengan anggaran sebesar Rp414 triliun yang terdiri dari area kesehatan, 
perlindungan sosial, dan penguatan ekonomi.

Keempat, peran APIP K/L/D untuk mengakselerasi Pemulihan Ekonomi. APIP bukan hanya 
berperan sebagai watchdog tapi sebagai partner yang bisa dipercaya, tidak dikooptasi, memiliki 
independensi namun tetap bersinergi di dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, sinergi dan 
peran APIP sebagai konselor/advisor yang bisa dipercaya sangat dibutuhkan. Peran Dewan 
Pengurus Nasional AAIPI baik di pusat maupun di daerah menjadi sangat penting. Ujian 
Indonesia yang akan dihadapi apakah Indonesia pada saat menghadapi musibah mampu 
mengatasinya dengan benar dan accountable. AAIPI perlu membuat seminar untuk belajar 
dari negara-negara lain. Hal ini karena musibah terjadi di seluruh dunia dan semua negara 
menghadapi hal yang sama. Dengan demikian, Indonesia bisa membandingkan apakah 
respons Indonesia, policy, regulasi, instrumen, proses bisnis, akuntabilitasnya telah sesuai. 
APIP diharapkan bicara tidak hanya di masing-masing institusi namuh bahkan pada level 
nasional dan global.
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Muhammad Yusuf Ateh

Kepala BPKP

Keynote Speech

Peran APIP sangat penting dalam menghadapi berbagai perubahan yang cepat 
khususnya dalam menghadapi pandemi Covid-19, perkembangan teknologi, 
unprecedented events, dan peningkatan harapan dan tuntutan masyarakat. Perubahan 
cepat ini telah menjadi bagian inheren dari penyelenggaraan pemerintahan. Pandemi 
Covid-19 mengajarkan bagaimana harus cepat mengatasi perubahan yang ada. Sejalan 
dengan hal itu, penyelenggaraan pemerintahan juga dituntut untuk akas dan adaptif 
dalam hal penyesuaian kebijakan, flexible budgeting dan kecepatan dalam delivery 
program/kegiatan. APIP dituntut adaptif untuk mengawal akuntabilitas dan memberikan 
value kepada organisasi di tengah perubahan. Hal ini tercermin pada tiga arahan 
Presiden kepada APIP, yaitu:

1. Kawal percepatan belanja pemerintah.
2. Tingkatkan pengawasan atas kualitas perencanaan program.
3. Kawal peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah.

Peran sebagai watchdog merupakan layanan basic. Hal ini harus ada namun tidak 
cukup. Oleh karena itu, peran APIP perlu berfokus pada assurance dan detail pada 
compliance yang sebagian besar telah dapat disubstitusi dengan pemanfaatan teknologi 
informasi. APIP harus mampu menjadi trusted advisor, informasi yang disampaikan APIP 
menjadi salah satu rujukan utama bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan. Selain 
itu, APIP harus mampu menjadi strategic partner, memberikan insight dan foresight-nya 
dalam pengambilan keputusan penting organisasi. APIP harus memberikan manfaat 
karena APIP bersifat independen sehingga dapat melaksanakan perannya dengan 
imparsial, tidak bias, dan obyektif. Selain itu APIP memiliki perspektif yang lebih luas 
dan tidak terbatas pada perspektif satker/unit kerja tertentu (memiliki helicopter view). 
Dalam upaya enabling recovery terdapat kualitas yang perlu dibangun APIP agar dapat 
memberikan value yang maksimal yakni sebagai berikut:

1. Menjawab kebutuhan organisasi: APIP melaksanakan kegiatannya untuk membantu 
organisasi menjawab tantangan.

2. Kecepatan: pelaksanaan kegiatan APIP harus dilaksanakan dengan cepat sesuai 
dinamika kebutuhan informasi.
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3. Jangkauan kegiatan pengawasan internal: APIP harus dapat menjangkau area penting dari 
audit universe yang semakin luas dan beragam.

4. Tailored reporting: pengkomunikasian hasil kegiatan APIP disesuaikan dengan konteks dan 
stakeholders penerima informasi.

5. Tech-savvy: APIP mengadopsi perkembangan teknologi informasi untuk mendukung 
pelaksanaan tugas.

6. Manajemen sumber daya: sumber daya yang terbatas perlu disiasati dengan prioritas 
penugasan yang berbasis risiko.

7. Personil yang kompeten: APIP didukung personil dan pimpinan yang berkompeten.

 
Saat ini APIP tidak dapat bekerja sendiri sehingga perlu bekerja bersama-sama agar terdapat 
sinergi dan kolaborasi dan AAIPI merupakan wadah untuk bersinergi dan berkolaborasi. Hal 
ini bermanfaat untuk meminimalisir duplikasi dan perluasan cakupan upaya pengawasan 
intern, mempercepat upaya pengawalan akuntabilitas, meningkatkan kualitas pelaksanaan 
pengawasan intern, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi sumber daya.

Sinergi dan kolaborasi perlu dibangun dalam meningkatkan kompetensi, pengawalan kualitas 
audit dan kerjasama pelaksanaan audit. Peningkatan kompetensi dapat dilakukan melalui 
sharing experience, transfer knowledge, dan diklat/workshop. Pengawalan kualitas audit 
dapat dilakukan melalui peer review, konsultasi/bimbingan pelaksanaan audit. Kerja sama 
pelaksanaan audit dapat dilakukan melalui joint audit, sharing sumber daya pengawasan, 
pertukaran informasi, pelimpahan penugasan. Sinergi dan kolaborasi pengawasan intern 
mendorong peningkatan komitmen bersama untuk memperluas manfaat pengawalan 
akuntabilitas.

Perubahan lingkungan strategis harus disikapi secara serius, membentuk ketahanan dan 
kemampuan beradaptasi APIP. Transformasi pengawasan APIP menjadi kunci kemampuan 
APIP dalam mengawal akuntabilitas di tengah disrupsi. Sinergi dan kolaborasi membawa 
nilai manfaat pengawasan intern menjadi level yang lebih strategis. AAIPI sebagai organisasi 
profesi Auditor merupakan wadah penting untuk meningkatkan kualitas audit intern pemerintah 
secara kolaboratif.
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Tumpak Haposan Simanjuntak
Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Keynote Speech

Dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah Daerah dan Pemerintah 
Pusat bekerja seirama dalam menjaga kecepatan dan ketepatan penyelenggaraan 
anggaran. Sebagai bentuk tindakan antisipasi kebijakan atas kondisi yang sangat dinamis, 
Kemendagri telah mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan terkait pengawasan 
dan pembinaan. Seluruh pihak diharapkan responsif dalam menghadapi perubahan 
yang dinamis tersebut. Dalam penanganan Covid-19 di daerah, pemerintah menerapkan 
strategi hulu (pencegahan) seperti percepatan vaksinasi dan strategi hilir (penanganan) 
seperti ketersediaan faskes dan nakes. Sinergi berbagai elemen pemerintah mapun 
masyarakat dilakukan secara konsisten. Untuk meyakinkan terlaksananya strategi 
tersebut dibutuhkan peran optimal APIP dalam mengawal kebijakan penyelenggaraan 
keuangan di daerah terkait penanganan Covid-19.

Hasil pengawasan terhadap penyerapan APBD mengidentifikasi permasalahan pada 
pendapatan dan belanja daerah, antara lain:

1. Permasalahan yang menghambat pendapatan daerah:

a. Kebijakan PPKM yang berdampak pada menurunnya PAD.
b. Dana bagi hasil belum terealisasi sesuai target.
c. Berubahnya alokasi penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat.

2. Permasalahan yang menghambat pelaksanaan belanja daerah:

a. Menurunnya Pendapatan Asli Daerah terutama sektor pajak daerah.
b. Kapasitas keuangan Pemerintah Daerah yang terbatas akibat tidak tercapainya 

realisasi pendapatan daerah sehingga prioritas realisasi belanja dilakukan pada 
belanja kebutuhan wajib mengikat dan belanja dalam mengatasi pandemi Covid-19.

c. Refocusing anggaran menyebabkan terkoreksinya belanja yang sudah 
direncanakan dalam APBD Tahun 2021.
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d. Keraguan dari Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen untuk 
melaksanakan kegiatan yang bersifat strategis.

e. Pihak ketiga belum merealisasikan anggaran tahap I terhadap pekerjaan yang telah 
dilaksanakan.

f. Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa berdampak pada anggaran kas 
yang telah tersusun tidak dapat direalisasikan.

Berdasarkan hasil asistensi APIP terhadap pelaksanaan anggaran Covid-19, diidentifikasi 
beberapa permasalahan, antara lain:

1. Penyimpangan dalam PBJ.
2. Keterbatasan anggaran.
3. Kebijakan refocusing selalu berubah-ubah dan tidak detail.
4. Kurangnya kompetensi SDM terkait pemahaman refocusing/PBJ.
5. Sistem prosedur belum lengkap.
6. Pencana kebutuhan belanja belum berbasis kebijakan, pencapaian outcome, dan 

impact.
7. Koordinasi kurang efektif.
8. Data bansos tidak akurat.
9. Permintaan data tidak terpadu. 
10. APIP masih dibatasi ruang lingkupnya untuk melakukan asistensi.
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Berkaitan dengan permasalahan di atas, Menteri Dalam Negeri telah memberikan arahan 
kepada APIP sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi pos-pos belanja yang realisasinya rendah dan melakukan asistensi 
secara berkelanjutan.

2. Mendorong akselerasi belanja dan mengingatkan Pemda untuk tidak terlibat dalam 
lazy company atau mengendapkan uang.

3. Melakukan pengawalan untuk meyakinkan tingginya penyerapan anggaran diiringi 
dengan quality assurance.

4. Mengawasi kinerja BUMD, agar berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan di 
daerah.

5. Mengamati pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
6. Mereviu program kegiatan secara cermat dalam mendukung penanganan Covid-19.
7. Prudent dalam PBJ.
8. Meyakinkan PBJ sesuai kebutuhan bukan keinginan.
9. Meningkatkan integritas dan kompetensi.
10. Adaptif dalam transformasi dan efektif dalam kolaborasi pengawasan internal.
11. Memberikan keyakinan kepada Kepala Daerah dalam mengambil kebijakan.

Sejalan dengan arahan kepada APIP, Mendagri memberikan arahan kepada Kepala 
Daerah yaitu:

1. Mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung kinerja APIP.
2. Tidak melakukan intervensi hasil pengawasan.
3. Menjaga independensi Inspektur dan fungsional APIP dengan tidak melakukan mutasi.
4. Melakukan pendidikan profesional berkelanjutan bagi APIP 120 jam/tahun.
5. Memasukkan Kapabilitas APIP minimal level 3 dalam IKU.

Dalam kesempatan tersebut Inspektur Jenderal Kemendagri menyampaikan apresiasi 
Mendagri atas kinerja APIP yang telah melaksanakan pengawalan end to end proses 
dalam pelaksanaan APBD penanganan Covid dan telah bekerjasama dengan BPKP 
dalam mengawal prinsip value for money atas pelaksanaan anggaran penanganan 
pandemi. APIP diharapkan fokus dalam preventif action dan menghindari over planning 
dalam perencanaan pengawasan. Kerja pengawasan diharapkan mampu mencegah 
penyimpangan dalam pengelolaan APBD pada masa pandemi Covid-19.

Mendagri berharap AAIPI semakin baik dalam mengasistensi APIP di daerah, agar 
efektifitas pelaksanaan tugas APIP berjalan dengan baik. Selain itu, asistensi ini juga 
diharapkan mampu menjamin sinkronisasi dan sinergi kebijakan pusat dan daerah. 
Dengan demikian, upaya pemerintah dalam penanganan Covid-19 berjalan dengan 
lancar dan tercapai sesuai harapan.
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BAB III

SEMINAR

Stephen Coates
Non-Executive Director
Institute of Internal Auditors Australia

Salah satu agenda dalam kongres AAIPI Tahun 2021 adalah kegiatan seminar, dengan 
pembicara dari IIA (The Institute of Internal Auditor) Global. Hadir sebagai narasumber 
adalah Stephen Coates yang saat ini memegang jabatan sebagai Immediate Past-President 
IIA Australia, Vice President Asian Confederation of IIA, dan Anggota International Internal 
Audit Standards Board.

Dalam seminar tersebut, Coates memaparkan materi berjudul “Internal Audit in Post 
Pandemic Recovery: Risks and Challenges”, yang berisi wawasan yang bersifat global 
bagi auditor dalam menjalankan perannya sebagai strategic partner dan strategic advisor 
dalam era pandemi. Pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak bulan Maret 2020 
mengubah cara masyarakat dalam kegiatan sehari-hari, termasuk dalam aktivitas bisnis/
ekonomi. Perekonomian global secara umum menurun. Program-program pemerintah pun 
banyak yang mengalami keterlambatan. Hal tersebut juga berimbas terhadap aktivitas 
auditor internal yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

A. Internal Audit dan Pandemi
Internal auditor dapat membantu organisasi untuk mempersiapkan manajemen krisis 
dengan baik, misalnya dengan cara memberikan rekomendasi kepada organisasi untuk 
mempersiapkan batas minimum kas yang harus dimiliki dengan aman. Selain itu, internal 
auditor dapat menyediakan jasa audit internal, baik konsultansi maupun assurance, dalam 
upaya memitigasi risiko dan efek dari pandemi yang mungkin dihadapi oleh organisasi/
institusi. 

Internal Audit in Post Pandemic Recovery: 
Risks and Challenges
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Hal-hal yang dapat dilakukan oleh internal auditor pada saat terjadinya pandemi, antara 
lain:
1. Menangguhkan eksekusi kegiatan-kegiatan tertentu pada pada dokumen rencana 

pengawasan;
2. Identifikasi hal-hal dengan risiko tinggi;
3. Memberi tahu manajemen bahwa Anda siap membantu;
4. Mengambil peran dalam memastikan kegiatan operasi perusahaan/institusi berjalan 

secara berkesinambungan (sustain);
5. Menjadi advisor organisasi yang siap siaga setiap waktu. Auditor internal harus dapat 

memberikan value, pendapat, dan solusi atas setiap permasalahan yang dihadapi 
organisasi;

6. Menjadi monitor control. Internal auditor memastikan manajemen untuk stay tuned 
terhadap permasalahan organisasi dan fokus terhadap solusi;

7. Melepaskan atribut audit internal dan duduk bersama dengan manajemen sebagai 
kesatuan organisasi; serta

8. Menyediakan layanan alternatif dengan inovasi-inovasi yang dapat dilakukan     di luar 
kegiatan rutin yang dilakukan.

Saat pandemi mulai terkendali, internal auditor dapat melakukan dua langkah utama. 
Langkah pertama adalah menginformasikan komite audit dengan segera, dan untuk 
mengkonfirmasi apa yang sedang dilakukan oleh auditor internal dan rencana selanjutnya. 
Langkah kedua, internal audit harus memastikan adanya mekanisme staff isolation untuk 
mencegah mereka yang terinfeksi menulari pegawai lainnya dan dapat segera sembuh 
dari penyakit tersebut.

B. Studi Kasus - Kempsey Shire Council
Coates mengambil contoh kasus penanganan pandemi yang dilakukan oleh Council/
Dewan Kota Kempsey Shire, sebuah kota kecil di Negara Bagian New South Wales, 
Australia. 

Dalam alur di atas, dapat dilihat bahwa sebelum adanya deklarasi pandemi secara 
global, Kempsey Shire Council (KSC) telah terlebih dahulu menyelenggarakan Continuity 
Management Team (CMT) meeting secara berkelanjutan dan rutin dilaksanakan untuk 
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menentukan tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah kota dalam menghadapi 
perkembangan pandemi. Kita juga dapat melihat secara bertahap pemerintah kota 
melakukan penutupan sarana dan fasilitas umum mulai penutupan bars, club, dan 
restoran pada tanggal 23 Maret 2020 hingga area parkir mobil di tempat pariwisata pada 
tanggal 1 April 2020. 

Pelajaran yang dapat diambil dari apa yang terjadi di kota Kempsey Shire sehingga 
penanganan pandemi yang dilakukan oleh pemerintah kota tersebut selama dua tahun 
terakhir dianggap efektif adalah:
1. Keputusan yang cepat dan tegas;
2. Arahan yang jelas dan selaras;
3. Proses transisi yang cepat dari metode bekerja secara offline ke bekerja secara online/

Work from Home (WFH), dengan memastikan agar produktivitas tetap terjaga;
4. Komunikasi internal yang efektif; serta
5. Terbangunnya kepercayaan/trust dan sikap saling mendukung antarunsur 

pemerintahan.

C. Risiko dan Tantangan Audit Internal
Dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan dalam era pandemi, Coates menyebutkan 
beberapa risiko dan tantangan yang mungkin dihadapi oleh auditor internal, yaitu:
1. Independensi sebagai perisai/penghalang 

Auditor dituntut untuk melepas atributnya sebagai auditor dan bahu-membahu dengan 
manajemen menangani permasalahan organisasi. Di sisi lain, auditor tetap harus 
menjaga independensinya. Auditor harus memiliki mindset yang benar agar tidak 
menganggap independensi sebagai penghalang baginya untuk memberikan peran 
optimal untuk organisasi.

2. Menemukan keseimbangan antara independensi dan urgensi 
Dalam beberapa kondisi force majeur, seperti pandemi, terdapat beberapa hal yang 
sifatnya sangat penting dan mendesak yang harus diputuskan oleh manajemen, 
dengan memperhatikan rekomendasi auditor. Hal-hal tersebut terkadang berada di 
area abu-abu batas independensi auditor. Oleh karena itu, Auditor diharapkan dapat 
bersifat lebih luwes dalam komunikasi dan melaksanakan kegiatan pengawasannya 
sehingga hal urgent tersebut tetap dapat terselesaikan tanpa adanya independensi 
auditor yang tercederai.

3. Memahami layanan advisory 
Auditor harus memahami perannya sebagai trusted advisor sehingga rekomendasi-
rekomendasi yang dihasilkan bersifat strategis dan solutif (impactful). Rekomendasi-
rekomendasi tersebut dapat diterima oleh managemen sebagai pemecah masalah 
yang dihadapi oleh perusahaan/institusi.
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4. Melampaui peran assurance, memberikan advice 
Senada dengan tantangan sebelumnya, dengan peran yang baru, auditor harus 
terus belajar hal-hal baru, misalnya terkait dengan perkembangan teknologi, yang 
dapat bermanfaat dalam pemberian rekomendasi terhadap masalah yang dihadapi 
perusahaan. Auditor sebaiknya tidak hanya berfokus pada hal-hal yang bersifat uji 
kepatuhan.

5. Reasonable safeguards 
Dalam menghadapi situasi krisis, terkadang perusahaan bersikap overreact sehingga 
dapat berpotensi pada pemborosan sumber daya. Dalam hal ini, auditor harus tetap 
dapat bersikap tenang dan memberikan rekomendasi pengendalian/tindakan yang 
wajar dalam mengamankan bisnis/operasi perusahaan/institusi.

Secara khusus, Coates juga menyebutkan risiko dan tantangan yang dihadapi oleh 
pemerintah daerah. Indonesia memiliki karakteristik pemerintahan yang mirip dengan 
Australia, sehingga hal ini dinilai dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah di Indonesia. 
Risiko dan tantangan tersebut antara lain:
1. Meningkatnya pengeluaran pemerintah;
2. Kompetisi untuk sumber daya yang terbatas;
3. Rekrutmen tenaga kerja untuk masa mendatang; dan
4. Ketahanan rantai pasokan di masa mendatang. Pemerintah daerah perlu memastikan 

bahwa kebutuhan pasokan makanan di masa mendatang aman.
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D. Standar dan Prinsip Dasar
Tuntutan kepada auditor internal untuk bersikap antisipatif dan responsif terhadap 
perubahan sebenarnya sudah diatur di dalam Performance Standards yang diterbitkan 
oleh IIA, khususnya Standar 2000 - Managing the Internal Audit Activity, yang mengatur 
bahwa auditor internal harus mempertimbangkan tren/isu yang muncul, yang dapat 
berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Hal tersebut menjadi salah satu syarat untuk 
pencapaian efektivitas pelaksanaan kegiatan audit internal. Selain itu, dalam Stan-
dar 2100 - Nature of Work, kredibilitas dan value audit internal akan meningkat ketika 
auditor proaktif dan kegiatan pengawasan mereka menghasilkan wawasan baru bagi 
manajemen, dengan mempertimbangkan kondisi di masa depan.

Selain performance standard, prinsip dasar dalam praktik profesional audit internal juga 
menekankan pentingnya auditor untuk mempertimbangkan kondisi di masa depan, 
yaitu Core Principle 9 - Internal auditor is insightful, proactive, and future-focused. 
Coates menyajikan ilustrasi enablers dan key indicators dalam core principle tersebut, 
sebagaimana tersaji pada gambar dibawah ini.

Ilustrasi Enablers dan Key Indicators untuk Core Principle 9

Untuk mendukung pelaksanaan 9 prinsip dasar, selain melalui training, perlu juga 
dilakukan prosedur self-disclosure, pertimbangan waktu assurance, dan pemanfaatan 
tool data analytics, serta teknologi lain. Di sisi lain, pencapaian prinsip dasar tersebut 
dapat diukur menggunakan beberapa indikator berupa survei pada mitra kerja, analisis di 
lingkungan audit, dan proses identifikasi risiko/masalah.
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Lebih lanjut, CorepPrinciple 9 dalam pelaksanaanya mempertimbangkan aspek-aspek 
sebagai berikut:
1. Pemanfaatan kegiatan pengawasan atas transaksi masa lalu;
2. Identifikasi hal-hal di luar rencana strategis yang tersusun - Risiko yang mungkin akan 

muncul;
3. Memperluas penilaian risiko pemerintah daerah;
4. Bentuk unit pengawasan di masa depan;
5. Perencanaan strategis dan sistem yang masih dibangun; 
6. Umpan balik; dan
7. Konsekuensi atas kurangnya wawasan auditor internal, misalnya terdapat risiko yang 

tidak dapat ditangani, value yang terbatas, serta kehilangan dukungan dari direksi dan 
manajemen.

Aktivitas lain sesuai dengan Core Principle 9 termasuk menginformasikan kepada 
manajemen hal-hal yang mungkin belum diketahui oleh mereka, mengarahkan fokus 
manajemen pada isu/risiko yang berkembang, dan mengukur apakah pengendalian yang 
ada sudah cukup memadai untuk diimplementasikan lebih lanjut.

E. Current Issues
Beberapa hal yang menggambarkan kondisi lingkungan audit internal pada saat ini adalah:
1. Kapasitas SDM internal auditor belum sepenuhnya memadai. Perlu berkomitmen 

bersama untuk meningkat kualitas internal auditor.
2. Tuntutan mitra kepada auditor internal untuk menghasilkan pengawasan dengan kualitas 

tinggi.
3. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali yang mengidentifikasi tiga isu prioritas, 

yaitu:
a. Arsitektur Kesehatan Global;
b. Transformasi Ekonomi Digital; dan 
c. Transisi Energi.
Ketiga isu tersebut akan digunakan sebagai exit strategy yang komprehensif untuk 
mendukung pemulihan global atas pandemi covid-19. Indonesia akan memanfaatkan 
momentum ini untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, sambil 
menjajaki jalan baru untuk membentuk G20 yang lebih adaptif terhadap krisis di masa 
depan.

4. Auditor Internal dituntut untuk memiliki wawasan luas dan kemampuan komunikasi yang 
baik.

5. Metode kerja secara Work From Home (WFH) yang mungkin tetap akan berjalan 
meskipun pada saat pandemi mulai terkendali.
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F. Perubahan Iklim
Terdapat banyak risiko terkait dengan perubahan iklim. Coates membaginya ke dalam dua 
kelompok besar, yaitu risiko transisi dan risiko fisik. Risiko transisi meliputi aspek kebijakan/
legal, teknologi, pasar, dan reputasi, sedangkan risiko fisik meliputi aspek akut dan kronis. 
Selain risiko yang ditimbulkan, Coates berpendapat bahwa perubahan iklim juga membawa 
peluang dalam aspek-aspek tertentu, berupa efisiensi sumber daya, sumber energi, produk/
layanan, pasar, dan ketahanan.

Auditor internal berperan untuk memastikan bahwa organisasi telah siap untuk setiap jenis 
risiko, termasuk risiko perubahan iklim. Beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan 
bagi auditor dalam rangka assessment kesiapan organisasi dalam menghadapi risiko 
perubahan iklim adalah:
1. Harapan pemerintah

Organisasi harus memiliki pemahaman yang jelas atas program-program pemerintah 
terkait dengan lingkungan hidup dan setiap langkah yang diambil oleh pemerintah 
memiliki dasar yang kuat, dengan mempertimbangkan perubahan iklim yang mungkin 
terjadi.

2. Mekanisme support dan challenge manajemen.
3. Tata Kelola: bagaimana pemahaman manajemen terhadap kebutuhan organisasi.
4. Assurance: bagaimana dewan komisaris memperoleh keyakinan memadai bahwa 

tindakan yang dilakukan oleh manajemen sudah tepat atau belum.
5. Integrasi: bagaimana manajemen membangun kesadaran atas perubahan iklim di 

lingkungan organisasi.
6. Risiko: bagaimana manajemen menerapkan pengukuran yang memadai atas risiko 

perubahan iklim.
7. Improvement: bagaimana manajemen belajar dari pengalaman untuk kemudian 

memperbaiki permasalahan serupa yang mungkin akan muncul di masa yang akan 
datang.

Coates juga menyebutkan secara khusus pendekatan yang perlu dilakukan oleh pemerintah 
daerah dalam menghadapi perubahan iklim, sebagai berikut:
1. Pemerintahan dan kepemimpinan, aparat pemerintah daerah harus memiliki pemahaman 

yang jelas tentang kebijakan dan strategi yang diambil oleh pemerintah yang akan 
berpengaruh terhadap perubahan iklim.

2. Integrasi yang berkesinambungan dan terstruktur.
3. Kolaborasi dan informasi akurat.
4. Identifikasi dan penilaian risiko.
5. Mitigasi Risiko.
6. Pemantauan risiko.
7. Pelaporan risiko.
8. Peningkatan berkelanjutan.
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Berdasarkan pendekatan-pendekatan tersebut, penanganan terhadap risiko perubahan 
risiko diharapkan dapat berbasis keahlian, pendekatan berulang, fokus terhadap outcome, 
dan tepat waktu.

G. Rencana Aksi
Coates memberikan ide dan gagasan yang dapat diterapkan untuk Indonesia dalam 
menghadapi tantangan dan risiko setelah pandemic Covid-19, dalam suatu kerangka 
Indonesia Bureaucracy Reform Grand Design (2010-2025), yang terdiri dari:
1. Improve: meningkatkan dan memperbaiki kapabilitas dan keahlian SDM.
2. Recruit: merekrut secara tepat orang-orang yang dapat memberikan hasil terbaik.
3. Grow: kaderisasi dan penyiapan generasi penerus.
4. Develop: membangun keahlian terus-menerus.

Selain itu, sebagai auditor internal, hal-hal yang dapat dilakukan adalah:
1. Melakukan layanan internal audit berwawasan ke depan, dengan memberikan 

rekomendasi kepada organisasi atas penanganan hal-hal yang mungkin terjadi di masa 
mendatang.

2. Sharing knowledge/insight atas hal-hal baru dengan manajemen.
3. Secara aktif melakukan inovasi untuk meningkatkan kapasitas organisasi.
4. Mengonfirmasikan bahwa aktivitas audit internal telah sesuai dengan prinsip dasar 

praktik profesional audit internal (Core Principles for the Professional Practice of Internal 
Auditing).
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BAB IV

DISKUSI PANEL

Febrio Nathan Kacaribu
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan

Terobosan Kebijakan Fiskal di Masa Pandemi Untuk 
Kebangkitan Ekonomi Nasional

Saat ini, Indonesia belum keluar dari ancaman Covid-19 meskipun relatif terkendali. 
Namun, ancaman kasus Covid-19 masih ada, karena kasus di negara lain masih 
tinggi. Oleh karena itu, salah satu hal yang paling menentukan agar Indonesia dapat 
mengendalikan pandemi adalah kecepatan vaksinasi, yang berperan penting dalam 
upaya Pemulihan Ekonomi Nasional.

Keberhasilan Indonesia mengendalikan pandemi merupakan suatu prestasi tersendiri, 
yang dibuktikan dengan pergerakan ekonomi mengikuti keberhasilan tersebut. Tahun 
2020, banyak negara di seluruh dunia menghadapi tantangan yang sama seperti 
Indonesia. Dari sisi fiskal, negara-negara tersebut sangat agresif dibandingkan 
Indonesia. Misalnya dalam konteks defisit fiskal, banyak negara    yang mengalami 
defisit fiskal lebih dari 10% PDB negaranya. Sementara itu, Indonesia hanya mengalami 
realisasi defisit fiskal sebesar 6,1%. Hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi 
yang lebih baik dari negara lain. Indonesia berhasil melakukan kebijakan fiskal yang 
sangat kuat countercyclical-nya. Selain itu, dari tingkat utang publik, Indonesia sangat 
terbatas dibandingkan dengan banyak negara-negara lain.

Pada tahun 2020, Indonesia mengalami defisit APBN sebesar -1,76% dari PDB. Dengan 
diterbitkannya kebijakan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 72 Tahun 
2020, defisit menjadi -5,07% dan -6,34% dari PDB. Realisasi defisit tahun 2020 adalah 
sebesar -6,14% dari PDB. Defisit APBN tahun 2021 adalah  sebesar -5,7% PDB. Saat 
ini diharapkan outlook defisit di tahun 2021 berkisar diantara -5,18% s.d. -5,45% PDB. 
Pada tahun 2022, defisit APBN diharapkan sebesar -4,85% PDB. APBN bergerak sangat 
dinamis guna mendukung penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Untuk tahun 
2023, pendisiplinan fiskal keberlanjutan jangka panjang dilakukan melalui reformasi 
perpajakan dan belanja. Dengan kebijakan ini, diharapkan Indonesia dapat mengalami 
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defisit kembali maksimal 3% PDB di tahun 2023, primary balance menuju positif, debt 
ratio diupayakan menurun, dan risiko utang terkendali. Reformasi fiskal meliputi reformasi 
perpajakan, spending better (zero based budgeting), innovative financing (memberdayakan 
peran swasta, BUMN, SWF, SMV), dan manajemen kas yang lebih baik.

Strategi akselerasi pemulihan sosial - ekonomi dilakukan melalui Resilience Survival 
and Recover Kit, yaitu program perlindungan sosial dan menjaga kesinambungan bisnis, 
reformasi struktural melalui penguatan SDM, insfratruktur, simplifikasi regulasi antara lain 
Undang-Undang Cipta Kerja, dan Intervensi Kesehatan melalui program vaksinasi gratis, 
penerapan prokes 3M 3T, dan intervensi lainnya berupa penyediaan fasilitas kesehatan 
dan Alat  Pelindung Diri. 

Arah kebijakan fiskal tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, yang 
meliputi aspek sebagai berikut:

1. Akselerasi penanganan COVID-19 melalui penguatan sektor kesehatan sebagai 
kunci recovery ekonomi, antara lain vaksinasi mencapai kekebalan komunal, protokol 
kesehatan, fasilitas kesehatan (misalnya RS Darurat), dan tenaga kesehatan, serta 
obat-obatan.

2. Menjaga resilience, survival, dan akselerasi recovery, melalui program Perlindungan 
Sosial, dukungan kepada dunia usaha, dan UMKM antara lain PKH, Kartu Sembako, 
Kartu Pra-Kerja, BLT DD, serta subsidi bunga KUR dan insentif dunia usaha.

3. Momentum reformasi struktural untuk peningkatan daya saing, kapasitas produksi 
melalui SDM unggul dan berintegritas (Pendidikan), sistem kesehatan yang andal 
(health security preparedness), perlindungan sosial yang adaptif, infrastruktur 
pendukung transformasi ekonomi, dan reformasi institusional.

4. Reformasi Fiskal yang komprehensif melalui reformasi perpajakan; spending 
better (zero based budgeting), cadangan untuk antisipasi dan automatic stabilizer 
uncertainty; inovasi pembiayaan (KPBU, SWF, SMV); serta pengendalian utang.

5. Menjaga pelaksanaan APBN 2022 berjalan optimal sebagai fondasi konsolidasi fiskal 
di tahun 2023, dilakukan melalui reformasi struktural harus optimal, reformasi fiskal 
harus berhasil, menjadi komitmen bersama seluruh K/L.
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Dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19, Kemenparekraf/Barekraf melakukan 
berbagai upaya sebagai bentuk dukungan dalam strategi pengawasan pada program 
Refocusing dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Program yang dilakukan berfokus pada 
Refocusing Anggaran sebagai berikut:

1. Kegiatan reaktivasi hotel yang diberikan kepada pasien dengan status Orang 
Tanpa Gejala (OTG) dan tenaga kesehatan, yang berjumlah 9.766 hotel 
dilengkapi dengan 465.659 unit kamar. Dukungan akomodasi juga disertai 
dengan penyediaan fasilitas makan dan minum, binatu, dan transportasi.

2. Kegiatan paket BALASA (Bahan Pokok Lauk Siap Saji), yaitu program 
perlindungan sosial bagi pekerja, termasuk pelaku pariwisata dan ekonomi 
kreatif yang terdampak pandemi Covid-19. Kerja sama dilakukan antara Dinas 
Pariwisata Daerah untuk pendataan dan dibantu oleh Kepolisian Daerah untuk 
melakukan pendistribusian paket BALASA. Dengan bantuan ini, diharapkan 
beban pekerja dan pelaku pariwisata terdampak pandemi dapat berkurang.

3. Kegiatan BISA (Bersih, Indah, Sehat, Aman) sebagai gerakan padat karya, yang 
bertujuan meningkatkan peran pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif 
dalam menangani dan meningkatkan kebersihan, keindahan, kesehatan, dan 
keamanan masyarakat di destinasi untuk memasuki masa adaptasi kebiasaan 
yang baru pasca pandemi Covid-19. Kegiatan ini melibatkan tenaga kerja 
terdampak, yang tinggal di sekitar wilayah destinasi. Kegiatan ini terdiri atas 
kegiatan bersih-bersih, penataan, dan penyemprotan disinfektan pada lokasi 
destinasi dengan selalu memperhatikan protokol kesehatan.

Strategi pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Utama Kemenparekraf atas 
program refocusing anggaran terdiri atas kegiatan pendampingan, berupa penyusunan 
juknis, perencanaan program, pelaksanaan program, dan pertanggungjawaban 
keuangan. Kegiatan reviu terdiri atas reviu KAK dan RAB untuk mengetahui apakah 
biaya telah sesuai dengan SBM. Kegiatan monitoring sampling, yaitu mengevaluasi 

Restog Krisna Kusuma
Inspektur Utama Kemenparekraf / Baparekraf

Strategi Pengawasan Program Refocusing dan PEN 
di Lingkungan Kemenparekraf / Baparekraf
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dan memberikan masukan untuk mengantisipasi temuan berulang. Kegiatan koordinasi 
dilakukan dengan BPKP, LKPP, Irjen Kemenkeu, sedangkan untuk beberapa program 
tertentu juga berkoordinasi dengan Jamdatun dan Bareskrim dan Kepolisian Daerah.

Dalam pelaksanaan program BALASA, dilaksanakan berkoordinasi dengan Dinas 
Provinsi. Pada saat itu, di Dinas Provinsi belum ditunjuk orang yang akan membagikan, 
sehingga berdasarkan data dari asosiasi yang diterima oleh Dinas Provinsi, 
Kemenparekraf melakukan verifikasi untuk meyakinkan bahwa data itu benar, dan 
mereka adalah para pelaku ekonomi kreatif, yang selanjutnya didistribusikan oleh 
Polda. Kemenparekraf bekerja sama dengan Polda setempat untuk membagikan 
bantuan tersebut. Hal yang sama juga dilakukan pada program BISA, pada tahun 2021 
Kemenparekraf meminta bantuan APIP daerah, terkait dengan validasi kebenaran 
pelaku ekonomi kreatif penerima bantuan di wilayah masing-masing.



32 

Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan 
Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk 
Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan 
Ekonomi Nasional, Pasal 25 Ayat 5, mengatur tentang Tata Kelola Pengawasan yang 
harus dilaksanakan APIP. Hal ini perlu diatur karena pemerintah menyadari bahwa 
program Pemulihan Ekonomi Nasional memiliki risiko yang tinggi.

Terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan terkait dengan Program 
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) agar tidak terulang di tahun 2022, yaitu:

1. Tahap Kebijakan, yaitu keterlambatan penerbitan peraturan pelaksanaan dan 
ketidaksinkronan kebijakan umum dan kebijakan pelaksanaan.

2. Tahap Operasional, yaitu:
a. Keragu-raguan dalam pelaksanaan Program dan PBJ.
b.  Kurangnya koordinasi antara Pusat dan Daerah, serta Korporasi.
c. Kelemahan basis data dalam menentukan keberhasilan program.
d. Keterlambatan penyaluran.
e. Ketidaktepatan kuantitas/jumlah, kualitas, penerima/sasaran, dan waktu.
f. Ketidakwajaran harga/biaya.
g. Kurangnya sosialisasi dalam pelaksanaan program.
h. Keterlambatan realisasi penyerapan anggaran dan pembayaran.

Pelaksanaan PEN dihadapkan pada berbagai risiko. Oleh karena itu, APIP harus 
menjaga akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas program PEN. APIP harus 
melaksanakan fungsi advisory, yang mampu memberikan insight dan foresight kepada 
manajemen terkait dengan rancangan program dan identifikasi risiko. Selain itu, APIP 
harus melaksanakan peran assurance, terutama dalam kegiatan PBJ dan pembayaran 
kontrak.

Tantangan dalam kegiatan pengawasan PEN bagi APIP adalah APIP harus responsif, 
pengawasan harus cepat, melengkapi kompetensi, seiring dengan perkembangan 

Salamat Simanullang
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah 
Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

Pengawasan atas Program 
Pemulihan Ekonomi Nasional
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teknologi, serta koordinasi antar-APIP dan korporasi. Peran internal audit sangat 
dibutuhkan negara untuk mendukung dan mengawal pembangunan bangsa. Keputusan 
Kepala BPKP Nomor 540 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Pengawasan Intern 
Program PEN telah ada desain pengawasan yang dapat dilakukan oleh APIP dalam 
melaksanakan pengawasan PEN. Rancangan pengawasan ini terbagi dalam 3 tiga 
tahap, yaitu tahap Regulasi dan Penganggaran, tahap Pelaksanaan Kebijakan, dan 
tahap Pasca Pelaksanaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh IIA pada tahun 2021, skill yang dibutuhkan 
dalam masa pandemi Covid 19 berbeda dengan kondisi normal. Skill yang dibutuhkan 
dalam masa pandemi Covid 19 adalah data mining, risk management, investigasi, 
dan fraud.

Pembelajaran dari pandemi Covid-19 yang perlu menjadi perhatian APIP adalah 
sebagai berikut:

1. Pola perencanaan pengawasan yang berbasis PKPT tidak dapat diterapkan 
pada masa pandemi covid-19. Oleh karena itu, PKPT harus dibuat fleksibel.

2. Mengedepankan fungsi preventif.
3. Auditor harus proaktif.
4. Peran consulting lebih dominan dibandingkan dengan assurance.
5. Mengutamakan fungsi informasi foresight dan Insight.
6. Optimalisasi penggunaan Risk-Based IA Plan dan Risk-Based Audit.
7. Koordinasi dan sinergi APIP K/L/P harus lebih ditingkatkan.
8. Diperlukan kompetensi di bidang data mining, fraud dan investigation
9. Pembangunan data program harus bersifat antisipatif.
10. Optimalisasi pembelanjaan dan penerimaan negara dengan potensi yang 

tersedia.
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APIP berperan penting sebagai ujung tombak keberhasilan pengawasan atas kegiatan 
Agenda Prioritas Pengawasan (APP) di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan besarnya 
uang negara/daerah yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19, APP harus 
dapat memastikan bahwa manfaatnya sampai ke masyarakat secara tepat sasaran, 
mutu, dan kualitas. Di sisi lain, ada banyak celah korupsi dan kebocoran keuangan 
Negara yang dapat muncul, baik dari APBN, APBD, maupun dana desa. Oleh karena 
itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi produktif di antara APIP - BPK - APH untuk 
menguatkan peran satu sama lain, dari sisi pengawasan terhadap fraud.

Pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan empat 
program penanganan pandemi Covid-19, yaitu:

a. Vaksinasi Covid-19, mencakup:
1) vaksinasi tahap 1, yaitu untuk tenaga kesehatan;
2) vaksinasi tahap 2, yaitu untuk lansia dan tenaga pelayanan publik;
3) vaksinasi tahap 3 terhadap masyarakat rentan secara geospasial, sosial, dan 

ekonomi; serta
4) vaksinasi tahap 4 terhadap masyarakat dan pelaku perekonomian.

b. Program Penanganan Kesehatan, melalui kegiatan pembelian obat-obatan, 
APD, alkes, ambulans, dan lain-lain.

c. Penerapan PPKM Level IV s.d. II, melalui kegiatan penerbitan Surat Edaran 
Gubernur tentang pelaksanaan PPKM sesuai dengan Level, dan instruksi 
pemberlakuan pengaturan sistem kerja (WFH dan WFO).

d. Kebijakan tracking Covid-19, melalui kegiatan penerapan syarat wajib PCR 
bagi setiap pendatang di pintu kedatangan, serta pemberlakuan wajib PCR dan 
antigen pada setiap kegiatan kedinasan yang melibatkan audience secara besar.

Marlyna
Inspektur Provinsi Kalimantan Barat

Sinergi Pengawasan atas Penanganan Covid-19
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Pada tahun 2020, beragam kegiatan sinergitas yang telah dilakukan Inspektorat 
Provinsi Kalimantan Barat, yang melibatkan BPKP, BPK, dan APH, antara lain:

a. Melaksanakan rapat bersama APIP, terkait dengan pelaksanaan program/
kegiatan penanganan Covid-19.

b. Melaksanakan pengawalan mekanisme refocusing dan/atau perubahan 
alokasi anggaran, yang laporannya disampaikan kepada Inspektur Jenderal 
Kemendagri.

c. Melaksanakan post audit terhadap pelaksanaan program/kegiatan dalam 
rangka penanganan pandemi Covid-19, yang dilaksanakan dengan melibatkan 
personel dari BPKP.

d. Membuka layanan consulting activity, yaitu membuka ruang konsultasi bagi 
stakeholder dalam pelaksanaan penanganan Covid -19.

Pada tahun 2021, kegiatan pengawasan terhadap APP masih dilanjutkan sebagai 
berikut:

a. Pengawasan terhadap pelaksanaan vaksinasi tahap I dan II.
b. Melakukan pengawalan pelaksanaan PPKM Level 4 dan 3.
c. Melakukan audit pelaksanaan pengadaan ambulans Infeksius.

Selama melaksanakan kegiatan pengawasan atas APP, kendala terbesar yang 
dihadapi APIP adalah kurangnya SDM yang kompeten, serta keterbatasan anggaran.
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BAB V

SIDANG KOMISI

Sidang Komisi dalam Kongres AAIPI Tahun 2021 telah menghasilkan dan menetapkan 
susunan Dewan Pengurus Nasional (DPN) AAIPI dan Anggota Eksekutif Tidak Tetap DPN 
AAIPI periode Tahun 2021 - 2024 sebagai berikut :

1. Dewan Pengurus Nasional (DPN) AAIPI Periode Tahun 2021 - 2024

Ketua Umum : Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi
Wakil Ketua I : Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri
Wakil Ketua II : Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan

Komite Kode Etik
Ketua : Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas 

Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PAN RB
Wakil Ketua I : Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN
Wakil Ketua II : Kepala Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara

Agustina Arumsari
Ketua Umum DPN AAIPI
Periode Tahun 2021-2024

A MUSYAWARAH PEMILIHAN KETUA UMUM DPN AAIPI
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Komite Standar Audit
Ketua : Inspektur Jenderal Kementerian Agama
Wakil Ketua I : Inspektur Kementrian KUKM
Wakil Ketua II : Inspektur Provinsi Jawa Tengah

Komite Pengembangan Profesi
Ketua : Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat
Wakil Ketua I : Inspektur Utama BIN
Wakil Ketua II : Inspektur Kota Banda Aceh

Komite Pengembangan Profesi
Ketua : Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan
Wakil Ketua I : Inspektur Provinsi Sumatera Selatan
Wakil Ketua II : Inspektur Kabupaten Maros

Manajemen Eksekutif
Direktur Eksekutif : Kepala Pusat Pembinaan JFA - BPKP
Wakil  
Direktur Eksekutif

: Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri  

        

2. Anggota Eksekutif Tidak Tetap DPN AAIPI periode tahun 2021 - 2024 adalah 
sebagai berikut:

a. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
b. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
c. Inspektur Utama Badan Intelijen Negara;
d. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
e. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
f. Inspektur Utama Kementerian PPN/Bappenas;
g. Inspektur Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
h. Kepala Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara;
i. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
j. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan;
k. Inspektur Kota Banda Aceh;
l. Inspektur Kota Palembang;
m. Inspektur Kabupaten Maros; dan
n. Inspektur Kabupaten Semarang.
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Dalam Kongres Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Tahun 2021, telah dilakukan 
pembahasan atas perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dengan 
pokok-pokok perubahan sebagai berikut:

1. Perubahan Anggaran Dasar
a. Keangggotaan AAIPI

Untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Negara PAN RB Nomor 13 Tahun 
2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS, 
yang menyebutkan bahwa setiap Jabatan Fungsional harus memiliki organisasi 
profesi, maka kenggotaan AAIPI mengalami perubahan.

Pengertian Auditor, yang semula mencakup Jabatan Fungsional Auditor         dan 
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), yang 
berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan         di 
lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, menjadi Jabatan Fungsional 
Auditor kategori Keahlian dan Keterampilan, yang berkedudukan sebagai pelaksana 
teknis fungsional bidang pengawasan intern di lingkungan Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah.

b. Tugas dan Fungsi AAIPI
Untuk menyesuaikan dengan tugas dan fungsi AAIPI, sesuai dengan Pasal 70 
Peraturan Menteri PAN RB Nomor 13 Tahun 2019, dengan menambahkan pasal 
terkait dengan sasaran, serta tugas dan fungsi AAIPI.

B PEMBAHASAN PERUBAHAN AD/ART AAIPI
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AAIPI memiliki sasaran, yaitu:
1) Meningkatkan profesionalisme anggota AAIPI dalam melaksanakan pengawasan 

intern, sesuai dengan standar, kode etik, dan peraturan perundang-undangan.
2) Meningkatkan sinergi antaranggota AAIPI. 
3)  AAIPI dalam mendukung pencapaian tujuan pemerintah Indonesia, melalui kegiatan 

pengawasan intern, yang meliputi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian.

Tambahan tugas dan fungsi AAIPI, yaitu memeriksa dan memberikan rekomendasi 
atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.

c. Struktur Organisasi DPN dan Hubungan Antarkelengkapan Organisasi
Dalam rangka memperjelas struktur organisasi DPN dan hubungan antarkelengkapan 
organisasi, pasal yang terkait dengan pengaturan struktur organisasi diubah menjadi:
1) Susunan organisasi AAIPI terdiri atas Dewan Pembina, Anggota Eksekutif, Dewan 

Pengurus Nasional, dan Dewan Pengurus Wilayah. 
2) Dewan Pembina adalah kelengkapan organisasi yang beranggotakan Menteri dan 

Kepala Lembaga, yang akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
3) Anggota Eksekutif merupakan lembaga permusyawaratan AAIPI, yang bersifat 

kolektif dan kolegial, yang ditetapkan oleh Kongres.
4) Dewan Pengurus Nasional adalah lembaga eksekutif tertinggi, yang terdiri atas Ketua 

Umum, Ketua-Ketua, Komite-Komite, Manajemen Eksekutif, dan alat kelengkapan 
kepengurusan lainnya.

5) Dewan Pengurus Nasional membawahkan Dewan Pengurus Wilayah.
6) Dewan Pengurus Wilayah adalah pengurus AAIPI Wilayah.

d. Posisi AAIPI Wilayah dan Hubungan dengan DPN
Dalam rangka mempertegas posisi AAIPI Wilayah dan hubungan kerja dengan DPN, 
pengaturan AAIPI Wilayah diusulkan sebagai berikut:
1) AAIPI Wilayah adalah organisasi AAIPI di tingkat wilayah, yang meliputi satu wilayah 

provinsi.
2) Dewan Pengurus Wilayah dipilih melalui Musyawarah Kerja AAIPI Wilayah dan 

kepengurusannya disahkan oleh DPN.

2. Pokok-Pokok Perubahan Anggaran Rumah Tangga
a. Keanggotaan AAIPI

Keanggotaan AAIPI, baik yang menjadi anggota biasa maupun pimpinan unit APIP 
bersifat otomatis.

b. Hak Anggota Luar Biasa/Kehormatan
Untuk memperjelas hak Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan, maka 
pengaturan menjadi:
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Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan memiliki hak untuk:
1) menyatakan pendapat, mengajukan masukan, saran atau pertanyaan, baik lisan 

maupun tertulis kepada DPN; 
2) mengikuti semua kegiatan AAIPI.
Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan tidak memiliki hak memilih dan dipilih 
sebagai DPN AAIPI.

c. Untuk memperjelas kewajiban setiap jenis keanggotaan AAIPI, pasal terkait dengan 
kewajiban anggota dirinci sesuai dengan jenis keanggotaannya.

d. Berakhirnya keanggotan AAIPI lebih diperjelas, menjadi:
1) Anggota Biasa Perseorangan berakhir keanggotannya apabila:

a) meninggal dunia;
b) mengundurkan diri atas permintaan sendiri; 
c) tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Anggota Biasa sebagaimana dimaksud Pasal 

3; atau
d) diberhentikan sebagai anggota AAIPI karena membuat kesalahan yang merugikan 

organisasi, yaitu melanggar ketentuan organisasi dan/atau peraturan perundangan.
2) Anggota Biasa organisasi APIP berakhir keanggotaannya apabila organisasi APIP 

tidak lagi memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern dan/atau dibubarkan.
3) Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan berakhir keanggotannya apabila:

a) meninggal dunia;
b) mengundurkan diri; atau
c) diberhentikan.

e. Pengenaan Sanksi
Dalam rangka memperjelas kewenangan dan pendelegasian wewenang, terkait 
dengan pengenaan sanksi diatur sebagai berikut:
1) Pengenaan sanksi dilakukan oleh Dewan Pengurus Nasional, yang dapat 

didelegasikan kepada Komite dan/atau alat kelengkapan kepengurusan lain yang 
dibentuk oleh DPN.

2) Sebelum sanksi diterapkan, anggota yang bersangkutan diberi kesempatan untuk 
membela diri dan dapat didampingi oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anggota 
AAIPI sebagai pembela.

f. Memperjelas keanggotaan DPN, prosedur pemilihan Ketua Umum, dan Keanggotaan 
Eksekutif Tetap
1) Dewan Pengurus Nasional adalah lembaga eksekutif tertinggi, terdiri atas Ketua 

Umum, Ketua-Ketua, Komite-Komite, Manajemen Eksekutif, dan alat kelengkapan 
kepengurusan lainnya. 
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2) Anggota Eksekutif merupakan lembaga permusyawaratan AAIPI yang bersifat kolektif 
dan kolegial, dengan 19 (sembilan belas) anggota, terdiri atas 5 (lima) Anggota Eksekutif 
Tetap dan 14 (empat belas) Anggota Eksekutif Tidak Tetap.

3) Ketua Umum dipilih oleh dan dari Anggota Eksekutif secara musyawarah untuk mencapai 
mufakat dan jika musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka keputusan 
diambil berdasarkan suara terbanyak.

4) Anggota Eksekutif Tetap terdiri atas 5 (lima) Pejabat Tinggi Madya yang merupakan 
perwakilan dari: 
a) Kementerian Dalam Negeri;
b) Kementerian Keuangan;
c) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
d) Badan Kepegawaian Negara; serta
e) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

5) Anggota Eksekutif Tetap sebagaimana dimaksud ayat (4) butir a dan b diduduki secara 
ex officio oleh Inspektur Jenderal Kementerian yang bersangkutan.

6) Anggota Eksekutif Tetap sebagaimana dimaksud ayat (4) butir c, d,                       dan 
e diduduki oleh Pejabat Tinggi Madya sesuai dengan penunjukan dari Menteri/Kepala 
Lembaga yang bersangkutan.

7) Anggota Eksekutif Tidak Tetap terdiri atas 14 (empat belas) pimpinan unit kerja dengan 
perincian:
a) APIP Pusat sebanyak 8 (delapan) unit kerja;
b) APIP Provinsi sebanyak 2 (dua) unit kerja;
c) APIP Kabupaten sebanyak 2 (dua) unit kerja; dan
d) APIP Kota sebanyak 2 (dua) unit kerja.

8) Anggota Eksekutif Tidak Tetap memiliki masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.
9) Anggota Eksekutif Tidak Tetap dipilih oleh dan dari Anggota Biasa melalui Kongres.

10) Tata kerja DPN diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.
g. Struktur AAIPI Wilayah

Dalam rangka memperjelas struktur AAIPI Wilayah, maka terkait dengan AAIPI Wilayah 
diatur:
1) AAIPI Wilayah adalah organisasi AAIPI di tingkat wilayah, yang meliputi satu wilayah 

provinsi. 
2) Tata Kelola AAIPI Wilayah diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.
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BAB VI

PENUTUP

A SIMPULAN HASIL KONGRES

Kongres AAIPI Tahun 2021 menghasilkan simpulan sebagai berikut:

Tantangan APIP dan Auditor di masa depan semakin besar, terutama dengan 
perubahan lingkungan yang semakin dinamis. Hal tersebut menuntut APIP 
dan Auditor untuk senantiasa meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan 
integritas.

Kondisi pandemi yang terjadi selama 2 tahun terakhir ini mendorong APIP dan 
Auditor untuk senantiasa mengembangkan metodologi pengawasan yang dapat 
memenuhi kebutuhan stakeholder dan dapat meningkatkan hasil pengawasan.

AAIPI sebagai organisasi profesi auditor intern harus dapat memberikan kontribusi 
dalam setiap upaya pengembangan dan pembinaan auditor, dengan melakukan 
sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak, baik dengan APIP maupun Instansi 
Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

AAIPI harus mampu melaksanakan tugas sebagai organisasi profesi, yaitu: 
menyusun kode etik dan kode perilaku profesi; memberikan advokasi; memeriksa 
dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku 
profesi. Dengan tugas tersebut, AAIPI diharapkan dapat memberikan sumbangsih 
untuk menjaga integritas auditor sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para 
pemangku kepentingan terhadap hasil pengawasan.

Perubahan AD ART AAIPI dalam kongres ini merupakan salah satu upaya      untuk 
melaksanakan penataan organisasi AAIPI sehingga diharapkan dapat mendukung 
pencapaian visi AAIPI ke depan.

01
02
03

04

05
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B LESSON LEARNED

Lesson learned dari pelaksanaan kongres AAIPI Tahun 2021 adalah:

Pelaksanaan kongres secara hybrid dapat menampung peserta kongres 
yang lebih banyak. Hal ini memberikan kesempatan kepada seluruh anggota 
AAIPI untuk dapat mengikuti acara kongres.

Kongres harus direncanakan dengan matang, mulai dari waktu persiapan 
yang cukup, koordinasi yang baik di intern panitia dan dengan pihak-pihak 
terkait lainnya agar pelaksanaan kongres berjalan lancar dan efektif.

Tema/materi yang disampaikan dalam kongres merupakan isu terkini terkait 
dengan pengembangan pengawasan intern maupun lingkungan pengawasan 
sehingga meningkatkan kompetensi para auditor untuk melaksanakan 
tugasnya secara optimal.

01
02

03
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Halaman 1 dari 2 

 

 

SIARAN PERS 

 

Kongres AAIPI tahun 2021:  

Peran Auditor Internal dalam Mengawal Akuntabilitas di Tengah Pandemi 

 

Jakarta (23/11) - Kondisi pandemi yang terjadi selama dua tahun terakhir ini mendorong Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan auditor untuk senantiasa mengembangkan 

metodologi pengawasan yang dapat memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan dapat 

meningkatkan kualitas hasil pengawasan.  

Mengusung�tema�“Mengawal�Efektivitas�dan�Akuntabilitas�di�Tengah�Pandemi”,�Kongres�AAIPI�

Tahun 2021 diselenggarakan untuk mendorong penguatan peran pengawasan intern dalam 

mewujudkan APIP sebagai strategic partner dan trusted advisor bagi kementerian, lembaga, dan 

pemerintah daerah, khususnya di era pandemi Covid-19. Kongres AAIPI 2021 juga telah 

menetapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional AAIPI periode 2021-2024, Agustina 

Arumsari. 

Kongres dibuka oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam sambutannya, ia mengatakan bahwa 

tugas pemerintah dalam menanggulangi�Covid� belum� selesai,� “APBN� tetap�menjadi� andalan�

dalam menghadapi pandemi. Oleh karena itu kebijakan APBN tetap fleksibel dalam merespon 

ketidakpastian, namun�akuntabilitas�keuangan�tetap�harus�dijaga.”� 

Ia juga berpesan kepada pengurus AAIPI di pusat maupun daerah untuk dapat menjadi partner 

yang terpercaya, memiliki independensi dalam mengawal akuntabilitas namun tetap bersinergi, 

agar rakyat percaya negara hadir. 

Lebih lanjut Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad 

Yusuf Ateh sebagai salah satu keynote speaker mengatakan, peran APIP dewasa ini sudah 

berkembang pesat, bukan hanya berperan sebagai watchdog tetapi juga lebih berperan sebagai 

trusted advisor dan strategic partner. 

Ateh berpesan agar AAIPI terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme auditor 

anggotanya dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara. “AAIPI�menjadi wadah penting 

dalam meningkatkan kualitas audit intern pemerintah secara kolaboratif,”�ujarnya. 

Kemudian, Irjen Kementerian Dalam Negeri Tumpak Haposan Simanjuntak meminta APIP 

daerah untuk membantu pemerintah daerah dalam mengakselerasi belanja daerah. Untuk 

daerah yang masih rendah realisasi belanjannya, Tumpak mengharapkan Pemda dapat lebih 

aktif berkoordinasi dengan BPKP apabila ada keragu-raguan, karena menurutnya tingginya 

penyerapan harus diimbangi dengan quality assurance. 



Halaman 2 dari 2 

 

Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan seminar yang menghadirkan narasumber Stephen 

Coates selaku Non-Executive Director Institute of Internal Auditors Australia dengan judul Internal 

Audit in Post Pandemic Recovery: Risks and Challenges. 

Tidak hanya itu, Kongres AAIPI juga menggelar diskusi panel dengan narasumber Kepala Badan 

Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan; Inspektur Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif; Deputi Kepala BPKP Bidang  Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian 

dan Kemaritiman; dan Inspektur Provinsi Kalimantan Barat. 

Selanjutnya dari kongres AAIPI Tahun 2021 ini menyepakati beberapa hal, yaitu penguatan 

sinergi AAIPI dan instansi pembina auditor dalam peningkatan kompetensi dan profesionalisme 

auditor intern pemerintah; penetapan DPN AAIPI Periode tahun 2021 s.d. 2024, dan menyepakati 

perubahan AD/ART AAIPI. 

Kongres diikuti oleh lebih dari 2.800 orang secara hybrid, yaitu sebanyak 99 orang menghadiri 

secara luring di Gedung Dhanapala, Jakarta, dan sisanya mengikuti secara daring via webinar 

dan kanal YouTube AAIPI. 

 

Narahubung Media: 

Nirwikoro 

Koordinator Humas Kongres AAIPI 2021 

Telp: 0858 9134 7045 
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P
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P
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�
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a
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b
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b
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b
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p
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b
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� D
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d
el
eg
a
s
ia
n
�w
e
w
e
n
a
n
g
.�

� M
en
y
es
u
a
ik
a
n
�
d
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�
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p
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�
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P
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n
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d
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b
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b
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b
ih
�
la
n
ju
t�
d
a
la
m
�

p
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�
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P
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it
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m
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k
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a
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p
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ra
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b
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b
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b
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n
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5
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n
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k
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u
ti
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a
p
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p
a
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b
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s)
�a
n
g
go
ta
�E
k
s
e
k
u
ti
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�
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a
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ra
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ra
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a
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a
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b
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b
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e
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p
�
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e
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b
a
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M
a
d
y
a
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a
n
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�
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p
a
k
a
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p
er
w
a
k
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a
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u
a
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n
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D
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a
s
a
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3
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R
T
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� � � � � � D
a
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m
�
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n
g
k
a
�
m
e
m
p
e
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e
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s�

m
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a
n
is
m
e
�

p
e
m
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a
n
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e
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a
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m
u
m
�

� � � � � � D
a
la
m
�
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n
g
k
a
�
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e
m
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g
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n
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a
n
g
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e
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c.
�
K
e
m
e
n
te
ri
a
n
�

P
en
d
a
y
a
g
u
n
a
a
n
�

A
p
a
ra
tu
r�

N
eg
a
ra
�d
a
n
�R
ef
o
rm

a
s
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B
ir
o
k
ra
s
i;
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B
a
d
a
n
�K
e
p
e
g
a
w
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n
�N
e
g
a
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;�
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a
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�

e.
�
B
a
d
a
n
�

P
e
n
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a
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e
u
a
n
g
a
n
�
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a
n
�

P
e
m
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u
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n
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(5
)�
A
n
g
g
o
ta
�

E
k
se
k
u
ti
f�

T
e
ta
p
�

s
eb
a
g
a
im
a
n
a
�

d
im
a
k
su
d
�
a
y
a
t�
(4
)�
b
u
ti
r�
a
�
d
a
n
�
b
�
d
id
u
d
u
k
i�

s
ec
a
ra
�
e
x
�
o
ff
ic
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�
o
le
h
�
In
s
p
e
k
tu
r�

J
e
n
d
e
ra
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�

K
e
m
e
n
te
ri
a
n
�y
a
n
g
�b
er
sa
n
g
k
u
ta
n
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(6
)�
A
n
g
g
o
ta
�

E
k
se
k
u
ti
f�

T
e
ta
p
�

s
eb
a
g
a
im
a
n
a
�

d
im
a
k
su
d
�
a
y
a
t�
(4
)�
b
u
ti
r�
c
,�
d
�
d
a
n
�
e�
d
id
u
d
u
k
i�

o
le
h
�P
ej
a
b
a
t�
T
in
g
g
i�
M
a
d
y
a
�s
es
u
a
i�
p
e
n
u
n
ju
k
a
n
�
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a
ri
�

M
en
te
ri
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K
ep
a
la
�

L
e
m
b
a
g
a
�

y
a
n
g
�

b
er
s
a
n
g
k
u
ta
n
.�

(7
)�
A
n
g
g
o
ta
�E
k
se
k
u
ti
f�
T
id
a
k
�T
et
a
p
�t
er
d
ir
i�
a
ta
s
�1
4
�

(e
m
p
a
t�
b
e
la
s)
�
p
im
p
in
a
n
�
u
n
it
�
k
er
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�
d
en
g
a
n
�

p
er
in
c
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a
.�

A
P
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�P
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a
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eb
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n
y
a
k
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d
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a
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u
n
it
�k
er
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A
P
IP
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n
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�s
eb
a
n
y
a
k
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d
u
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u
n
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er
ja
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c.
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A
P
IP
�
K
a
b
u
p
a
te
n
�
se
b
a
n
y
a
k
�
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(d
u
a
)�
u
n
it
�

k
er
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;�
d
a
n
�
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.�
A
P
IP
�K
o
ta
�s
e
b
a
n
y
a
k
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�(
d
u
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u
n
it
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er
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A
n
g
g
o
ta
�E
k
s
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u
ti
f�
T
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a
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et
a
p
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e
m
il
ik
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m
a
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�

ja
b
a
ta
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el
a
m
a
�3
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ti
g
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ta
h
u
n
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A
n
g
g
o
ta
�E
k
se
k
u
ti
f�
T
id
a
k
�T
e
ta
p
�d
ip
il
ih
�o
le
h
�d
a
n
�

d
a
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�A
n
g
g
o
ta
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ia
sa
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a
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K
o
n
g
re
s
�
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a
ta
�
k
er
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�
D
P
N
�
d
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tu
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b
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�
la
n
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d
a
la
m
�

p
er
a
tu
ra
n
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rg
a
n
is
a
s
i.
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a
la
m
�
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n
g
k
a
�

m
e
m
p
e
rj
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�

st
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k
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a
n
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a
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�
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a
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�
p
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d
a
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�
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a
s
a
l�
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P
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u
b
a
h
a
n
�
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m
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h
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A
n
g
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E
k
se
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u
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a
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e
ta
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�d
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u
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d
a
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m
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o
n
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s
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a
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u
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0
1
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a
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1
1
�

(1
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A
n
g
g
o
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�
P
e
n
g
u
ru
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A
A
IP
I�
d
a
p
a
t�

d
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a
n
ti
�

s
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u
m
�
m
a
s
a
�
b
a
k
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�
k
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e
n
g
u
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n
n
y
a
�

b
er
a
k
h
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p
a
b
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a
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a
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M
e
n
in
g
g
a
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d
u
n
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;�

b
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M
e
n
g
u
n
d
u
rk
a
n
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�

c.
�
D
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a
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ti
d
a
k
�

d
a
p
a
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m
el
a
k
s
a
n
a
k
a
n
�

k
ep
u
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sa
n
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o
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re
s;
�

d
.�
M
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a
n
g
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r�

k
o
d
e�

et
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�
A
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si
a
s
i�
A
u
d
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o
r�
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te
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�P
em

er
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ta
h
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d
a
n
�

e.
�
B
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h
a
la
n
g
a
n
�
te
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p
�
(s
a
k
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�
a
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u
�
d
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en
a
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s
a
n
k
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a
n
a
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P
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s
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u
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P
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g
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n
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a
n
�
a
d
a
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h
�
s
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a
g
a
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P
a
s
a
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1
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�
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K
e
a
n
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a
a
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k
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u
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a
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a
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A
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b
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a
k
h
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�

se
b
e
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m
�

m
a
s
a
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a
k
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�

k
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g
u
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s
a
n
n
y
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p
a
b
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g
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l�
d
u
n
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g
u
n
d
u
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n
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a
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d
a
k
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d
a
p
a
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m
e
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k
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n
a
k
a
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u
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n
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p
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�
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a
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n
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p
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h
a
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a
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�
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p
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a
k
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�
a
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u
�
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a
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s
a
n
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a
n
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e
a
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p
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p
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P
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�

b
.�
U
n
tu
k
�W

a
k
il
�K
o
m
it
e
�a
d
a
la
h
�s
a
la
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p
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b
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d
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y
a
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�
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p
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P
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n
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a
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a
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a
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b
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e
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n
ti
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d
a
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a
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�
w
a
k
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p
e
n
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u
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o
m
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m
a
k
a
�
h
a
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d
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d
a
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a
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o
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�
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a
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b
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P
e
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b
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a
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p
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p
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m
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ra
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p
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b
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�m
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b
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u
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p
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p
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p
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P
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k
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